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PFRdTL'R.\]i BUPATI ACEH SINGKIL
PRO\TNSI ACEH

\O\IOR 2'! TAHUN 2AI4

TENTANG

PEI{GELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMEzuNTAH KABUPATEN ACEI{ SINGKIL

BI SM I LLAH I RRAH MANI R RAI{ I M

DEIIGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

t Menimbang : a.

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2A12 tentang Pangan,
Pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan
pangan dan ketahanan pangan, menetapkan cadangan
pangan nasional yang terdiri atas cadangan pangan
pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakar;

bahwa untuk menjamin pengelolaan cada-ngan pangan
per:aeri-n*.ah Caerah yang menj adi kervenanga-n Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil, perlu mengatur pengelolaan
cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkii;

bahwa berdasarkan pertimbangan sr: bagaimana dimaksucl
dalam hururf a dan huruf b, perlul nrenetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pernerinlah
Kabupaten Aceh Singkitr;

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Surnatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19ij6
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tenta.ng
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran lt{egara Republik lndonesia Nomor 3851):

L.

a Mengingat : I.

b.

2.

3.
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Unc,a::E- -:-:;:-: \omor 1 I Tahun 2006
.r"*-. ?==.::::--ahan Aceh (Lembaran Negara Repubiik
l::a:::rs:= la::-.::l 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran
Irga:a Rrp::ii:k Indonesia Nomor a633);
--:::a:g-::::"silrg Nomor 18 Tahun 2OI2 tentang Pangan
--e-ireran fegara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor
li-. Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
lr:rl:or 535O);

MEMUTUSKAN:

],I:::;=:<AN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KUTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkii.
2. Bupati ada-lah Bupati Aceh Singkil.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan

dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan
Nasionai serta impor apabila kedua sumber utama tidak
dapat memenuhi kebutuhan.

5. Cadangan Pangan Nasiona-l ada-lah persediaan pangan di
seiuruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, dan
untuk menghadapi masa-lah kekurangan Pangan, gangguan
pasokan dan harga, serta keadaan darurat, yang terdiri dari
Cadangan Pangarr Pemerintah, Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan
Masyarakat.

6. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan
yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Singkil yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil yang dipergunakan untuk menanggulangi
kekurangan par:rgan, gejolak harga pangan, bencana alam,
bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.

8. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi diluar
kemampuan manusia untuk mencegah atau
menghindarinya meskipun dapat diperkirakan antara lain
peristiwa bencana alam, bencana sosial atau gagal paceklik.

9. Bencana a-lam ada-lah bencana yang dia<ibatkan oieh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan ol'eh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
melerus, banjir, kekeringan. angin topan, tanah iongsor dan
bencana al.am iainnva.
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10. Benca::a s:s:'- aa;aia-h bencana ]-axg diakibatkan oieh
pensun-a a-- serangkaian perisri\{a \-ang diakibatkan oleh
=ar:-sra ;aiig :::eij,pui konflik sosial antar keiompok atau
al:-i: ^:: =--:::; s nasvarakat dan / arau teror.

- - P;:e* ": r-a'g berkepanja'gan adalah musim kekurangan
:;i:ga: ---ang berkeoanjangan sehingga merupakan masa
s-:*:: ia;arn pent'ediaan bahan pangan di suatu wi ayah
:i-e::r,t termasuk pada periode terjadinya
keiiakseimbangan yang besar antara penyediaan dan
keburuhan.

ll" Ran-an pangan adalah kondisi untuk suatu daerah,
masvarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan
keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar
kebutuhan fisioiogis bagi kebutuhan dan kesehatan
masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat miskin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk
mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam
menghadapi krisis pangan serta menjaga kestabilan harga.
Pengelolaan cadangan Cadangan pangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berru_jua:r:

a. menyediakan pangan untuk menjamin pasokan pangan
dalam jumlah dan jenis yang cukup setiap rvaktu;

b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang
mengalami keadanaan damrat dan kerawanan pangan
pasca bencana;

c. instrument stabilisasi harga pangan khus,.rsnya
mengantisipasi goncangan dari pasar; dan

d. meningkatkan akses paxgax kelompok masyarakat
rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir
dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun
masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah
masyarakat yang mengalami:
a. kerawanan pangan pasca bencana sebagaj akibat bencana

alam, bencana sosial atau keadaan darurat.
b. pembahan gejolak harga yang signifikan yaitu terdapat

kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari
Harga Pembelian pemerintah/Hpp selama dua buLa::
berturut-rumt: dan
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c. rarran pangan transien khususnva pada daera-h terisolir
dan,atau 6]ensm kondisi darurat karena bencana maupun
nr,as\-arakar rafi-an pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV
PE$TEDIAAN DAN PBI'ryIMPANAN

CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 4

{lf Anggaran penyediaan Cadangan Pangan Daerah bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Aceh Singkil dan dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah
dan tidak mengikat.

{2) Cadangan Pangan Daerah disimpan di gudang cadangan
pangan milik Daerah.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA

itasal 5

Pelaksana Peraturan Bupati ini diselenggarakan oleh Satuan
Keda Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib
bidang ketahanan pangan dan dapat berkoordinasi dengan
pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya dan/atau
iembaga/ instansi lainnya.

BAB VI
PENGADAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasai 6

Pengadaan Cadangan Pangan Daerah mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan
barang/jasa pemerintah dengan persyaratan:

a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan
pangan daerah rnerrpakan kualitas rnediurn dengan kadar
air maksimum I4Vo, butir patah maksimum 2Oo/o, kadar
menir maksimum 2oh dan derajat sosoh minimum 95%; dan

b. harga disesuaikan standar harga tahun berjalan harga
penetapan pemerintah/ HPP yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal masih terdapat sisa Cadangan Pangan Daerah yang
tetah mencapai batas masa simpan (3-4 bulan), Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bidang
ketahanan pangan dapat melakukan kerjasama dengan pihak
ketiga dalam rangka pembaruan Cadangan Pangan Daerah.
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Pasa-i 8

Fen';a*'.:i'a:r Cadangan Pangan Daerah diiakukan disesuaikan
ce:igal kondisi dan kebutuhan untuk penangan tanggap
ia:,:iart alibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu
r'e-fat pokok. bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan
rar{-ar. pangan.

Pasal 9

{1) Titik distribusi bantuan Cadangan Pangan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan lokasi kecamatan dan/atau
desa/kelurahan kelompok sasaran.

(2) Biaya penyaluranlbiaya angkut bantuan Cadangan Pangan
Daerah dari gudang Cadangan Pangan Daerah ke titik
distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan
kebutuhan dan indeks 4O0 gram per kapita per hari.
Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
selama waktu berdasarkan hasil investigasi danlatau
paling lama 60 hari.

Pasal lO

Bupati setelah mendapatkan informasi dan laporan hasil
identifikasi dan verifikasi terhadap situasi krisis pangan,
baik disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial,
keadaan darurat dan atau hasil evaluasi dan analisis SKPD
memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang meiaksanakan urusan wajib dibidang Ketahanan
Pangan untuk mengeluarkan dan menyalurkan cadangan
pangan daerah.

Bupati menetapkan volume cadangan pangan daerah yang
akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil
verifikasi kepala satuan kerja perangkat daerah yang
melaksanakan urusan wajib dibidang ketahanan pangan
dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat
persetujuan.

(3) Kepaia Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan wajib dibidang ketahanan pangan membuat laporan
tentang penyaluran beras kepada Bupati.

Pasal 1 I

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan wajib dibidang ketahanan pangan membuat berita
acara serah terima bantuan kepada setiap keiompok sasaran
]-ang diketahui oleh camat dan kepala desa/1urah setempat.
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BAB VItr
PETAFORAN

Pasal 12

Setiap IEEBrnaan cadalgan parigan daerah untuk
@ raumn pangan pasca bencarta akibat bencana
-t-rm, bencana sosial dan/untuk keadaan darurat,
pcnsEndatftm harga pangan pokok, bantuan pangan untuk
marfmatat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala
Snnrsn Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
rqlib dibidang ketahanan pangan kepada Bupati yang memuat
tunlah penggunaan di kecarnatan dan desa/kelurahan
lmrerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah. di
gudang cadangan pangan daerah secara periodik setiap 3 (tiga)
bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundurngaJt Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil 
,

pada tanggal, 17 t'DVlriltrr W

{

Diundangkan
pada tanggal,

SEKRETARIS DAE UPATEN
ACEH

BERITA PATBNACEH SINGKILTAHUN 2OI4 NOMOR .9.Y

di Singkil
\7 )wluVtr Ntq

I

SAFRIA
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